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Azyumardi Azra, Indonesia, lslam, and Democracy-Dynamics in a Global Context,

Solstice Publishing, Jakarta, 2006,242 + viii

Abstract: In recent times, the world has zuitnessed Indonesia successfully

hold three general elections in one year. These elections include elections

for members of the Dezuan Perwakilsn Rakyat (DPR, or the People's Rep'

resentatiue Council), the first stage of the presidential elections, follozued
by the second stage in 2004. These three elections were all carried out in a

peaceful, safe and democratic lnanner.

As aresult of its democratic achieaements,lndonesiahasnot only drazun

praise from its ozan citizens but also from International obseraers. Ceneral

elections in the post-New Order era haae shozued the zoorld that Islam and

democracy are not contradictory;both canfunction at one time in Indone-

sia. The 2004 General Elections dispersed any fears on the part of Western

obseruers that Islam is incompatible with demouacy.

To better examine Islam and Democracy in Indonesia, one might be

well-adaised to read Dr . Azyumardi Azra's book, Indonesia, Islam, and

Democracy: Dynamics in Global Context. In this book, Azra looks at

the deaelapmental process of democracy in Islamic countries, using Indo'
nesia as the perfect example, considering it hss the largest Muslim popula-

tion of any country in the world.
The book begins by looking at the deuelopment of democracy in Islamic

countries inboth the Arab and non-Arab world. One globnl trend that has

become eaident follozning the Cold War, as Azta points out, has been the

gradual increase in the numbers of eountries that haae adopted democracy.

This phenomenon is not exclusiue to Muslim countries. In this study,

Azra cites the report, Freedom in the World 2000: The Democracy Cap,

which explains the grozuth of democracy in lslamic countries in the Arab

world where the impact has been quite clear. Although the path to democ-

racy in Muslim countries has been a lot slower thsn in non-Muslim coun'

tries, the growth of democracy in the Islamic zuorld is nonetheless eaident.
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Why is it that Islam and democracy can u)ork so harmoniously in ln'
donesia? The existence of Islam in lndonesia is in fact quite unique and

interesting. This uniqueness is not just becsuse Indonesia is the country
with the largest Muslim population in the world, but rather because Islam

in Indonesia is adaptiae to the local culture. The famous group of WaIi
that first called lndonesians to Islam, for example, drezu on the medium of
wayang Ghadorn play of Hindu origins using leather puppets) to spread

Islsm. The creation of an extremely adaptiae culture has meant that Islam

has been nccepted easily by the lauanese society in particular. This phe-

nomenon proaes that Indonesian society is extremely accommodating of

foreign ideas and practices zuithout forgetting its own culturetl basis. This

phenomenon has influenced Islsmic thought in Indonesia, including ideas

pertaining to democrscy and Islam.

Look also at the example of Indonesia's founding fathers, most of whom

were Muslims. When drazuing up the constitution and the lazas of this

country, they did not use Islam ss the basis of these lazus, thus showing the

accommodatiae attitudes of the Muslim political elite, not to mention

their respect ftom pluralism in lndonesia.

This historical background is strong proof that the deaelopment of ls-
lam in Indonesia ios accompanied by tolerant, adaptiae, and accommodn-

tiue attitudes toruards foreign influence. Because of this, the magazine

Newsweek , as pointed out by Azra in his book, dubbed Indonesian lslsm
"lslsm with a smiling face".

ln other zuords, the cultural foundations of the people of Indonesia are

much stronger and more dominant than the political foundations. The

Muslims of Indonesia therefore prefer cultural Islam as opposed to political
lslam. This preference has mermt that democracy has grown and flourished
in lndonesia. Cultural Islnm hss neaer and will neaer giae room for the

grozuth of extreme and fundmental Islam. While it is true that in recent

times the aoices calling for the implementation of Islamic lazu haae Srozon
stronger and stronger, the reality is that they do not haue a great deal of
support amongst mainstream lndonesian society. This has been proaen by

the fact that Islamic parties that callfor the implementation of Islamic law

in Indonesia did not win a large number of seats in the 2004 Genersl

Elections. The big winners were the Golknr Party and Psrtai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP), both of which are secular and nationalist.

This baok is a perfect reference work for those zuho want to study and

understand the deaelopment of Islam and democracy in Indonesia. This

book touches on many of the aspects of culture zahich that haoe had an

impact on the deaelopment of political Islam in Indonesia.

Studia Islamika, VoL 13, No. 1,2006
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arangkali, tidak ada satu negara pun di dunia yang pernah
melakukan tiga kali pemilihan umum secara nasional dalam
satu tahun kecuali Indonesia. Tahun 2004. Indonesia melaku-

kan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, kemu-
dian Pemilihan Presiden Putaran Pertama (Pilpres I), dan Pemilih-
an Presiden Putaran Kedua (Pilpres II). Saat itu, banyak pengamat-
terutama di Barat-mengkhawatirkan Indonesia akan dilanda
kerusuhan dalam melaksanakan pemilu-pemilu itu. Kekhawatiran
tersebut dapat dimaklumi karena pada tahun 2004, untuk pertama
kali Indonesia melaksanakan Pilpres secara langsung. Mereka me-
ngatakan Indonesia tidak punya pengalaman untuk melaksanakan
proses Pilpres secara langsung tersebut. Banyaknya potensi kon-
flik-baik yang berasal dari perbedaan etnis, agama, maupu par-
tai-membuat para pengamat ragu, apakah Indonesia yang jum-
lah penduduknya 220 juta jiwa dan amat beragam latar belakang
budaya dan agamanya mampu melaksanakan proses demokrasi
tersebut. Keberadaan umat Islam yang moyoritas pun tidak bisa
menjadi jaminan bahwa tiga pemilu dalam satu tahun pun akan
berlangsung aman. Sebabnya, meski umat Islam di Indonesia ma-
yoritas, tapi kenyataannya di antara umat Islam sendiri masih ter-
dapat perbedaan-perbedaan pandangan dalam banyak hal, sehingga
bisa mengundang konflik. Dan konflik itu dikhawatirkan akan
membara pada masa-masa pemilu yang kritis tersebut.

Kekhawatiran para pengamat Barat tersebut, dikaitkan pula
dengan situasi Indonesia yang sebelumnya dilanda aksi terorisme
yang dahsyat. Kasus bom Bali pertama (2002) dan kedua (2003)
yang menewaskan ratusan orang yang terjadi sebelum pemilu-
apalagi para pelaku bom itu kemudian diketahui adalah para peng-
anut Islam radikal-membuat para pengamat makin tidak yakin
bahwa Indonesia bisa melakukan tiga pemilu yang demokratis
dalam waktu satu tahun. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak
terbukti. Tiga pemilu dalam satu tahun itu berlangsung aman dan
prinsip-prinsip demokrasi relatif tidak ternoda. Para peninjau pemi-
lu Indonesia dari luar negeri, antara lain Jimmy Carter, mantan
Presiden AS, memuji proses pemilu Indonesia yang demokratis
dan aman tersebut.

Prestasi tiga pemilu yang berlangsung demokratis dan aman
dalam satu tahun itu benar-benar mendapat apresiasi tinggi dunia
internasional, khususnya dari para ilmuwan dan politisi Barat. Se-

bagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia
bisa menjadi contoh, bahwa ternyata Islam tidak bertentangan
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dengan demokrasi. Statement terakhir ini perlu digarisbawahi kare-
na sampai saat ini, ada mitos di negara-negara Barat bahwa aga-

ma Islam tidak compatible dengan demokrasi. Mereka mengambil
contoh negara-negara Islam di Timur Tengah, Iran, Pakistan, dan
Malaysia. Meski sebetulnya proses demokrasi di Iran, Pakistan,
dan Malaysia sudah cukup bagus, tapi hakikat demokrasi di tiga
negara tersebut belum sepenuhnya diterima Barat. Di Iran, misal-
nya, masih ada lembaga agama seperti wilayatul faqih-selain lem-
baga pemerintah yang dipilih secara demokratis-yang amat
berkuasa menentukan langkah-langkah dan kebijakan negara. Di
Pakistan, pemerintahan demokrasi sering jatuh dilanda kudeta
militer. Sampai sekarang, pemerintah Pakistan masih dipegang
militer-sesuatu yang tabu dalam tubuh demokrasi. Sementara di
Malaysia, meski pemerintahannya dipilih secara demokratis, tapi
dalam praktik administrasi pemerintahannya masih mengadopsi
prinsip-prinsip terlarang dalam demokrasi-yaitu mengistimewa-
kan suku Melayu dan Islam dalam berbagai hal dibanding suku-
suku dan agama-agama lainnya. Semua fenomena itu, oleh para
pengamat Batat, merupakan penodaan terhadap demokrasi.

Melihat fenomena seperti itulah, dapat dimengerti kenapa para
pengamat sosial-politik di Barat khawatir dengan penerapan
demokrasi di Indonesia. Apalagi selama ini, khususnya ketika In-
donesia dipimpin Presiden Soekarno dan Soeharto, secara praktis
demokrasi hanya tinggal nama. Praktiknya, kedua presiden Indo-
nesia itu menjalankan pemerintahan yang otoriter. Anehnya, mes-

ki kedua presiden itu otoriter, namun tetap saja keduanya menda-
patkan legitimasi dari lembaga-lembaga Islam. Nahdlatul Ulama,
misalnya, dalam salah satu muktamarnya menetapkan Soekarno
sebagai waliyul amri bissyaukah dan mendukung pengangkatan
Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal yang sama terjadi
pula pada Soeharto. MUI dan sejumlah lembaga agama Islam yang
lain selalu menyetujui dan mendukung pengangkatan Soeharto dari
periode ke periode, sampai dia bisa berkuasa selama 32 tahun.
Persoalannya, apa dan siapa yang memanfaatkan kondisi itu. Apa-
kah Soeharto dan Soekarno memanfaat Islam untuk melegitimasi
kekuasaannya, atau Islam memanfatkan Soekarno dan Soeharto
untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahannya. Yang jelas,

baik Soekarno maupun Soeharto, tetap mengusung simbol-simbol
Islam dalam pemerintahannya untuk memperoleh legitimasi rakyat.
Namun demikian, di antara situasi-situasi yang saling memanfaat-
kan itu,Islam sendiri pernah membuktikan sebagai agen demokrasi

Studia Islamika, Vol.13, No. 1,2006
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yang kredibel di Indonesia. Ketika Soekarno menetapkan Dekrit
Presiden untuk kembali ke UUD 4l,Partai Masyumi dengan sejum-
lah partai kecil lainnya, termasuk partai yang berbasis Kristen,
membentuk Liga Demokrasi untuk melakukan perlawanan ter-
hadap Soekarno. Meski akhirnya Liga Demokrasi itu tidak ber-
kembang, bahkan kemudian Partai Masyumi dibubarkan Bung
Karno, tapi sejarah mencatat partai berbasis Islam itu pernah men-
jadi pelopor demokrasi. Sebelumnya, ketika Partai Masyumi
menang pemilu, tahun 7955, para sejarawan mencatat rezim
Masyumi pimpinan Burhanuddin Harahap adalah pemerintahan
paling demokratis pertama di Indonesia. Pemerintah ini pula ber-
hasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis di In-
donesia.

Islam dan Demokrasi
Untuk mengkaji lebih dalam tentang Islam dan demokrasi, buku

berjudul Indonesia, Islam, and Democracy-Dynamics in Global Con-
text-karya Prof. Dr. Azyumardi Azra amat menarik untuk di-
simak. Azra, melalui buku ini berusaha mengkaji proses per-
kembangan demokrasi di negara-negara Islam, untuk kemudian
melihat Indonesia sebagai contoh bagaimana demokrasi berkem-
bang di negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di du-
nia ini.

Pada bab satu, "Islam and The Indonesian Transition to De-
rrrocracy," Azra meneropong perkembangan demokrasi di nega-
ra-negara Islam di Arab maupun non-Arab. Menurut Azra, salah
satu kecenderungan di dunia setelah selesainya Perang Dingin,
adalah makin banyaknya negara yang menganut sistem demokra-
si. Kondisi ini terjadi secara global, tak terkecuali di negara-nega-
ra Islam. Dalam kajian ini, Azra mengutip laporan Freedom in the

World 2000: The Democracy Gap, di mana tampak bahwa perkem-
bangan demokrasi di negara-negara Islam Arab cukup cerah. Meski
berjalannya demokrasi di negara-negara Islam lebih lambat dari
negara-negara non-Islam, tetapi tetap ada titik cerah dalam perkem-
bangan demokrasi di dunia Islam.

Sejak akhir 1970-an, ketika gelombang demokratisasi mulai
menghentak, dunia Muslim, tepatnya negara-negara Islam Arab,
mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih demokratis. Kon-
disi itu bisa dilihat dari mulai terbukanya sistem politik yang ter-
buka, meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia
(HAM), digulirkannya pers bebas, dan menguatnya tuntutan

Studia Islamikn, VoL 13, No. 1,2005
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transparansi. Meski demikian, masih ada perbedaan besar dalam
jumlah negara yang menerima demokrasi di negara-negara Islam
dan negara-negara non-Islam. Dalam kaitan ini, parameter untuk
mengetahui tingkat demokrasi sebuah negara adalah pemilihan
umum (pemilu)-baik untuk memilih anggota legislatif (DPR/
DPRD) maupun eksekutif (bupati, gubernur, presiden). Tingkat
keberhasilan penyelenggaraan pemilu merupakan parameter awal
untuk mengidentifikasi, apakah suatu negeri mempunyai sistem
pemerintahan yang demokratis atau tidak.

Sebagai ilustrasi, dari 192 negara yang ada di dunia saat ini,
721, diantaranya sudah menyelenggarakan pemilihan umum (p"d-
lu). Sedangkan di negara-negata yang mayoritas penduduknya
muslim, yang jumlahnya 47 negara, hanya LL yang menyelenggar-
akan pemilu. Ini berarti hanya 23 persen negara-negara tersebut
yang pemerintahannya demokratis. Sementara dari 145 negara-
negara bukan Muslim, 110 di antaranya sudah menyelenggarakan
pemilu, atau lebih dari76 persen-nya sudah mempunyai pemerin-
tahan yang demokratis. Gambaran ini menunjukkan bahwa di
dunia non-Islam prosentase negara-negara demokrasinya tiga kali
Iipat lebih banyak dibanding di dunia Islam.

Namun demikian, perkembangan demokrasi di negara-negara
Islam non-Arab (Arabicized Muslim countries) seperti Albania, Bang-
ladesh, Djibouti, Gambia, Indonesia, Mali, Niger, Nigeria, Sene-

gal, Sierra Leone, Turki, dan Iran menunjukkan adanya titik ce-

rah. Meski dasar demokrasi dan perkembangannya kerap tergang-
gu, tapi benih-benih demokrasi mulai mekar di negara-negara Is-
lam non-Arab tadi. Dari 3L negara-negara Islam non-Arab, 11 di
antaranya telah menyelenggarakan pemilu-sementara L6 dari
negara-negara Islam Arab, satu negara (Tunisia) mempunyai sistem
presidensial yang otoritarian, dua negara (Libya dan Irak-pra
penyerbuan AS) menganut sistem partai tunggal yang diktator;
empat negara (Algeria, Mesir, Siria, dan Yaman) adalah negara-
negara yang diperintah partai berkuasa dengan cara yang nyaris
totaliter dan mendapat tekanan kuat dari oposisi. Sementara si-
sanya masih menganut monarki.

Dari data tersebut di atas, seseorang dapat melihat dari aspek

yang berbeda. Yang pesimistis akan menyatakan bahwa Islam atau
negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim tidak adap-
tif dengan demokrasi. Sebaliknya bagi yang positivis: ia akan me-
lihat bahwa negara-negara Islam sudah mengalami pergeseran
positif terhadap demokrasi. Artinya, perkembangan demokrasi di
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negara-negara Islam-baik yang secara resmi mengaku sebagai
negara Islam maupun negara yang secara resmi mengaku sebagai
negara sekuler tapi penduduknya sebagian besar beragama Islam-
menunjukkan harapan yang baik. Dalam konteks ini, Azra terma-
suk orang yang berpandangan positif tersebut.

Meski ada titik cerah terhadap demokratisasi di negara-negara
Islam seperti tergambar di atas, namun pertanyaan klasik masih
tetap relevan untuk dikemukakan: apakah Islam benar-benar kom-
patibel dengan demokrasi dan mampu memainkan peran positif
dalam demokratisasi di negara-negara berpenduduk mayoritas
Islam? Pertanyaan ini sering mengemuka lantaran Islam dan
demokrasi sebetulnya punya landasan filosofis yang berbeda.
Dalam demokrasi, bagaimana pun, landasan filosofisnya tetap
sekuler dan menitikberatkan pada aspek rasional dan humanisme.
Sementara pada Islam, landasan filosofisnya adalah keimanan yang
bersumber dari pewahyuan yaitu al-Qur'an dan hadist. Dari per-
bedaan landasan filosofis yang berbeda ini, sangat mungkin mun-
cul berbagai pandangan dan pemikiran sehingga masalah demokra-
si dan Islam akan tetap menjadi isu yang aktual dan debatable se-

panjang masa. Dari perspektif ini pula, kita bisa memahami kena-
pa muncul pandangan yang eksklusif dan radikal tentang Islam
dan demokrasi; dan sebaliknya muncul pandangan yang inklusif
dan moderat tentang Islam dan demokrasi. Yang pertama menga-
nggap bahwa sistem Islam lebih baik dibanding demokrasi, se-

dangkan yang kedua menganggap bahwa sistem Islam dan de-
mokrasi adalah bagian yang tak terpisahkan untuk membangun
baldatun thayyibah.

Kondisi inilah yang membuat Islam bersikap ambigu atau men-
dua terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, Azra mencoba mem-
bedahnya secara lebih jujur dan komprehensif. Menurut Azra,nega-
ra modern, ciri pertama bentuknya adalah republik. Mayoritas
Muslim sudah bisa menerima bentuk dasar negara modern yang
berasal dari konsep Barat ini. Namun demikian, ketika hampir
semua negara yang mengaku modern berasaskan sekularisme,
hampir semua negara Islam modern mempunyai pandangan yang
berbeda terhadap sekularisme. Hanya beberapa negara Islam yang
benar-benar mengadopsi sekularisme atau quasi-sekularisme, di
antaranya Turki, tapi hampir semua negara Islam telah menerima
konsep bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun dalam
praktik penyelenggaraan negara tetap mengacu pada konsep seku-
larisme. Hasilnya, kata Azra, ada perbedaan besar di antara nega-
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ra-negara Islam modern, dalam menentukan jenis dan kadar demo-
krasinya.

Yang menarik adalah, sebagian besar negara-negara Islam yang
berbentuk republik danberazaskan sekuler atau quasi sekuler-
seperti dilaporkan Freedom House-ternyata dalam sistem peme-
rintahannya bersifat represif dan diktator. Fenomena ini menun-
jukkan bahwa negara-negara Islam gagal dalam memenuhi janji-
nya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara modern, seku-
ler, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada arga nega-
ranya. Kegagalan ini, bagaimana pun alasannya, akan makin me-
nambah skeptisisme dunia internasional terhadap Islam. Di pihak
lain, negara-negara yang mengaku secara resmi sebagai negara
Islam (al-dawlah al-Islnmiyah) dengan bentuk monarki tradisional
seperti Saudi Arabia dan beberapa negara Teluk yang lain, juga
kehilangan kredibilitasnya. Meski dasar negara-negara tersebut
adalah al-Qur'an dan sistem hukumnya memakai syariah, namun
monarki-monarki itu tetap menjalankan pemerintahannya secara
represif, tertutup, dan diktator. Karena itu, para pengamat Islam
menyatakan, bahwa sistem pemerintahan monarki seperti itu tidak
hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti per-
samaan hak, pluralitas, keterbukaan, dan kebebasan pers, tapi juga
bertentangan dengan asas-asas al-Quran yang bersandar pada
musyawarah.

Walaupun realitas menunjukkan bahwa keberadaan "negara
Islam" tidak memuaskan-dalam arti memenuhi kesejahteraan
rakyat dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan-
namun pada kenyataannya, seperti ditulis Azra, masih banyak
kaumMuslimyang masih suka mengusung ide pembentukan nega-
ra Is lam (aI - dazul ah al - Isl amiy y ah). Konsep al - dawl nh al - I sl am iy ah y ang
sering diusung oleh kelompok-kelompok tertentu di berbagai nega-
ra Islam (baca: di Indonesia kelompok Hizbut Tahrir dan Majlis
Mujahidin sering menyebut-nyebut konsep ini), menurut Azra,
tidak pernah ada padanannya sejarah Islam, baik di masa awal
maupun pertengahan tarikh Islam. Karena itu, konsep dawlsh sl-
Islamiyah, tulis Azra, adalah diskursus yang problematis dalam
sistem kenegaraan Islam. Konsep ini tidak ada referensinya dalam
Qur'an, juga dalam konsep politik Islam klasik (fiqh siyasah) seperti
dirumuskan para ulama semacam al-Mawardi, al-Ghazali, dan lain-
nya. Karena itu, tutur Azra, dalarn buku ini, konsep al-dawlah al-
Islamiyyah adalah sebuah penemuan modern dari orang-orang Is-
lam yang bisa jadi alternatif untuk menggantikan konsep khilafah
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dan negara modern yang berdasarkan model Barat. Konsep
khilafah sendiri, kecuali di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar
ibn al-Khattab, sebetulnya telah gagal menyelenggarakan peme-
rintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka-para
penerus sistem kekhalifahan itu, lebih tepat dijuluki raja ketim-
bang khalifah. Karena itu, para pemikir modern Islam seperti Jamal
al-Din al-Afghani, Abd al-Rahman al-Kawakibi, Rashid Rida, Suyy-
id Qutb, dan Abu al-A'la al-Mawdudi, tulis Azra, semuanya tidak
mengakui kredibiltas dan legitimasi para raja Islam tersebut seba-
gai khalifah.

Dengan latar belakang itulah, kita bisa melihat prospek demokrasi
di negara-negara Islam. Kalau di atas telah dipaparkan ada titik
cerah terhadap perkembangan demokrasi di negara-negara Islam
non-Arab, hal seperti itu tampaknya "kurang" terjadi di negara-
negara Islam yang berbentuk monarki. Secara kebetulan, negeri-
negeri Islam yang berbentuk monarki berada di Arab. Dalam kon-
teks ini, preferensi kekhalifahan sering menjadi semacam acuan
monarki tersebut. Di Saudi Arabia yang benderanya bertulisan kali-
mat syahadaf dan sistem hukumnya menggunakan syariah, misal-
nya, prinsip-prinsip musyawarahyang menjadi dasar dari demokrasi
tidak berkembang. Mandegnya demokrasi di negara seperti Saudi
Arabia tampaknya bukan hanya karena negeri itu mengadopsi Is-
lam sebagai dasar negara, tapi lebih karena mereka menggunakan
sistem kerajaan yang absolut. Ini karena absolutisme, baik di nega-
ra republik maupun kerajan, tetap menjadi halangan untuk
perkembangan demokrasi. Hal serupa, seperti akan kita lihat nanti,
akan terjadi pula dalam negara Islan non Arab seperti Indonesia.

Demokrasi di Indonesia
Ibnu Khaldun, pemikir Islam abad pertengahan, menyatakan

bahwa keadaan fisik, mental, dan perilaku manusia disebabkan
oleh pengaruh faktor-faktor geografi, iklim, klimat, dan cuaca.
Dengan mengacu pada tesis Ibnu Khladun mental dan perilaku
bangsa Indonesia tentunya berbeda dengan mental dan perilaku
bangsa Arab - sebuah bangsa yang melahirkan Muhammad, seo-
rang Rasul Tuhan yang membawa agama Islam. Sementara mental
dan perilaku seseorang akan sangat mempengaruhi cara berpikir-
nya terhadap suatu masalah. Dalam kaitan ini, pandangan orang
Indonesia terhadap Islam dalam banyak hal niscaya berbeda de-
ngan pandangan orang Arab terhadap Islam. Dalam kehidupan
seharihari, misalnya, terlihat ciri keislaman orang Indonesia ber-
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beda dengan orang-orang Arab. Yang menarik adalah bahwa keis-
laman orang Indonesia tidak serta-merta menghilangkan perilaku
budaya orang Indonesia. Karena itu, Islam di Indonesiaperformance-
nya berbeda dengan Islam di Arab, Teluk, Afrika, dan Eropa (Bos-

nia dan Albania). Dalam kaitan inilah, banyak para pengamat sa-

ngat tertarik melihat perkembangan Islam dan demokrasi di In-
donesia. Dalamm konteks ini, Azra juga mengakui bahwa Islam
dan demokrasi di Indonesia terpengaruh pula oleh kultur Indone-
sia. Banyak persoalan Islam dan politik di Indonesia, misalnya,
diselesaikan melalui pendekatan kultural dan ternyata hasilnya
cukup memuaskan.

Bagi pengamat Barat, keberadaan Islam di Indonesia amat me-
narik. Kemenarikan itu bukan hanya disebabkan Indonesia adalah
negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, tapi is-
lam di Indonesia sangat adaptif dengan kebudayan setempat. Se-

bagai contoh, misalnya, tidak ada satu pun, dakwah Islam di du-
nia menggunakan pertunjukan wayang seperti yang dilakukan Wali
Songo. Padahal, dunia pewayangan basis ceritanya berasal dari
kebudayaan India yang beragama Hindu. Namun demikian, Wali-
songo dalam menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pertunju-
kan wayang dan mengkreasi kisah perwayangan yang berbau Hin-
duisme menjadi Islamisme. Kreasi Walisongo tersebut ternyata di-
terima oleh orang Indonesia, khususnya di Pulau Jawa-tempat di
mana sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal. In-
dikasi itu menunjukkan satu hal penting dan menarik: bahwa orang
Indonesia sangat adaptif terhadap pemikiran-pemikiran dan per-
ilaku budaya dari luar tanpa meninggalkan basis kebudayaan yang
ada sebelumnya. Fenomena inilah yang tampaknya mempengaruhi
pemikiran Islam di Indonesia, termasuk pemikiran tentang
demokrasi dan Islam.

Para founding father Indonesia, misalnya, kebanyakan berasal
dari kalangan Islam. Akan tetapi, ketika mereka hendak menentuk-
an UUD 45 dan dasar negara, mereka rela tidak menjadikan Islam
sebagai materi pokoknya. Fenomena itu menunjukkan bahwa ka-
langan elit politik Islam pun sangat akomodatif dan menghargai
pluralisme yang menjadi realitas bangsa Indonesia. Ini berbeda,
misalnya, dengan Malaysia. Meskipun prosentase penduduk Mus-
lim Malaysia lebih kecil dibandingkan Indonesia, namun undang-
undang Malaysia telah memformalkan Islam sebagai agama nega-
ra. Dari perspektif inilah, kita melihat dasar pijakan kultural bangsa
Indonesia yang lebih dominan ketimbang dasar pijakan formalis-
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me agamanya dalam membentuk fondasi negara Indonesia. Dasar
negara Indonesia, Pancasila menjadi bukti, betapa aspek kultural
dan humansme lebih mewarnai dasar negara dibanding aspek for-
mal agama. Meski sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

sering dipahami sebagai tidak lain dari ajaran tauhid dalam Islam,
tapi hasil itu tidak berarti prinsip tersebut hanya menjadi umat
Islam. Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat universal tapi
khas Indonesia, dan mampu mewadahi setiap unsur agama dan
kepercayaan lokal yang berkembang di nusantara.

Dengan latar belakang itulah, Islam berkembang di Indonesia. Is-
lam Indonesia, tidak seperti di Timur Tengah, toleran dan adaptif
terhadap pengaruh luar. Kita misalnya bisa melihat sejumah masjid
di Jawa yang ornamennya masih menggunakan simbol-simbol Jawa
yang berbasis Hinduism, bukan ornamen kaligrafi seperti umumnya
masjid-masjid di Timur Tengah. Di Jawa, misalnya, kita bisa mene-
mukan banyak keluarga yang anggota keluarganya terdiri atas pe-
meluk berbagai agama dan kepercayaan. Mereka bisa hidup dengan
rukun dan saling menghormati. Barangkali dengan fenomena seperti
itulah, majalah N ewsweek-sebagaimana dikutip Azra-pernah men-
juluki Islam Indonesia sebagai " Islam with smiling fags" -lslvrr.denganwajah tersenyum. Wajah tersenyum, secara psikologis, hanya mu-
ngkin muncul dari sebuah sikap yang tulus, menghargai sesama, dan
selalu bahagia menghadapi apa pun dan siapa pun.

Dari latar belakang Islam kultural yang pekat seperti itulah,
demokrasi di Indonesia kemudian tumbuh. Memang ada plus mi-
nusnya demokrasi yang tumbuh di Indonesia karena adanya penga-
ruh budaya tersebut. Di zaman Bung Karno yang notabene lebih
mementingkan politik, demokrasi tumbuh tersendat. Prinsip-prin-
sip demokrasi saat itu terperangkap oleh slogan-slogan politik Bung
Karno yang anti-Barat dan juga kalah pengaruh dengan figur Sukar-
no yang sangat kharismatik. Figur Bung Karno yang kharismatik
dan mempunyai kekuasaan yang amat besar membuat agama,
khususnya Islam, kemudian terseret arus Sukarnoism. Baru sete-
lah Bung Karno jatuh, elit politik dan agama pun berubah sikap.
Islam mulai menjauhi Bung Karno dan mendekat pada Soeharto
yang menggantikan Bung Karno. Dalam perkembangannya, Soe-
harto yang lebih memfokuskan.pembangunan ekonomi, kurang
mendukung pembangunan demokrasi. Namun ada satu hal yang
menarik di zaman Soeharto, yaitu terlihatnya sebuah kenyataan,
bahwa mayoritas orang Indonesia ternyata tidak suka menjadi-
kan partai Islam untuk sandaran politiknya. Dalam beberapa kali
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pemilihan umum di zaman Soeharto, partai berbasis Islam tidak
pernah leading dalam pemilu. Kondisi tersebut ternyata berlang-
sung sampai era pasca Soeharto. Partai berbasis Islam tidak per-
nah menguasai parlemen. Ini mengindikasikan bahwa Islam di In-
donesia, sekali lagi, lebih merasuk dalam kehidupan kultural ketim-
bang kehidupan politik. Hal ini ditunjukkan secara jelas dengan
pilihan-pilihan rakyat Indonesia terhadap partai politik yang di-
ikutinya. Partai politik yang menggagas pembentukan negara Is-
lam secara radikal, seperti Partai Bulan Bintang, tidak pernah
mendapat suara yang signifikan dalam pemilu. Hal yang sama,
misalnya, terjadi pada saat pemilihan presiden langsung. Terpilih-
nya Susilo Bambang Yudhoyono dan tersingkirnya Amien Rais,
tokoh Islam paling berpengaruh saat ini, sekali lagi, menunjukkan
bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata lebih
memilih Islam kultural ketimbang Islam politik.

Dari latar belakang itulah, demokrasi berkembang di Indone-
sia. Mengutip Azra, bahwa struktur masyarakat Indonesia yang
sangat berbeda dengan masyarakat Timur Tengah, membuat Is-
lam dan politik yang berkembang di Indonesia juga berbeda de-
ngan di Timur Tengah. Dengan basis budayanya yang kuat, Islam
di Indonesia sebetulnya tidak akan pernah berkembang menjadi
Islam yang keras, ekstrim, dan fundamentalis.

Memang, dalam perjalanan sejarah Indonesia, termasuk sejarah
kontemporer belakangan ini, muncul suara-suara yang mengingin-
kan diterapkannnya syariah dalam sistem hukum Indonesia. Meski
suara tersebut terkadang nyaring di ranah publik, tapi percayalah,
itu hanya muncul dari suara yang sangat-sangat minoritas. Dalam
pelbagai riset yang diadakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), dite-
mukan fakta bahwa partai Islam dan orientasi pembentukan negara
Islam tidak diminati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu,
kata Direktur LSI Dr. Saiful Muzani, ditunjukkan oleh kecilnya per-
olehan suara partai-partai Islam yang berbasis Islam radikal. Rakyat
Indonesia lebih memilih partai-partai yang sekuler dan berasaskan
nasionalisme. Dua partai besar di Indonesia yang memperoleh suara
signifikan dalam dua kali pemilu demokratis pasca Orde Baru, yaitu
Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
keduanya merupakan partai sekuler dan nasionalis.

Dari gambaran itulah, kita akan melihat perkembangan Islam
dan demokrasi di Indonesia yang khas. Sebagaimanahalnya Azra
yang meyakini bahwa demokrasi akan tumbuh baik di Indonesia
yang mayoritas beragama Islam, saya pun meyakini hal yang sama.

Studia lslamika, Vol.13, No. 1,2006



Islam di Indonesia 163

Ini semua terjadi karena Islam yang berkembang di Indonesia le-
bih bersifat kultural ketimbang ideologis. Kondisi demikian jelas
sangat positif untuk masa depan demokrasi di Indonesia.

Memang, sejak munculnya berbagai teror dan bom di Indone-
sia, yang pelakunya kebanyakan orang Islam-kecuali kasus Poso
dan Maluku yang pelakunya ada yang dari Kristen-ada sedikit
pergeseran pandangan para pengamat luar negeri terhadap Islam
di Indonesia. Bahkan tak sedikit media massa Barat menganggap
Indonesia sebagai sarang teroris. Padahal, kalau diteliti lebih jauh,
jumlah orang Islam yang berpandangan radikal dan ekstrim se-
hingga tega membunuh orang-orang tak bersalah dengan senjata
api dan bom, amat-amat sedikit. Sebab pada dasarnya orang In-
donesia itu berwatak moderat, ramah, dan adaptif dengan
pemikiran dan kebudayaan apa pun. Tepat sekali apa yang dinya-
takan Azra dalam buku ini: bahwa Dunia Barat jangan menyama-
ratakan terorisme yang muncul di Timur Tengah dengan teroris-
me yang acap meletup di Indonesia. Tanpa mengetahui akar per-
masalahannya di Indonesia-seperti adanya gap ekonomi yang
dalam antara kelompok kaya dan miskin, banyaknya penganggu-
ran, dan terpinggirkannya masyarakat miskin dalam akses ekono-
mi-solusi terhadap berbagai kekerasan dan terorisme d Indone-
sia hanya akan menuju lingkaran setan. Karena itu, solusi terbaik
untuk menghilangkan berbagai kerusuhan dan terorisme yang acap
muncul di Indonesia adalah dengan jalan membangun perekonomi-
an yang adil dan sistem politik yang demokratis dalam rangka me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia lahir batin. Melihat
perkembangan politik dan ekonomi belakangan ini, harapan terse-
but bukanlah fatamorgana, tapi akan benar-benar menjadi kenya-
taan, asalkan pemerintah Indonesia mampu mengatasi problema
besar yang dihadapinya, yaitu korupsi dan penegakan hukum.

Akhirnya, kita patut mengacungkan jempol terhadap Prof
Azyumardi Azra, yang telah membuat buku yang membahas per-
soalan Islam dan demokrasi di Indonesia dengan sangat luas dan
dalam. Buku ini sangat baik untuk menjadi referensi bagi siapa
pun yang ingin melihat perkembangan Islam di Indonesia, baik
secara politik maupun kultural. Meski yang terakhir ini kurang
disorot secara mendalam, tapi di buku ini, aspek budaya yang
melatarbelakangi perkembangan Islam politik di Indonesia banyak
disinggung juga. Kalau ada kekurangan di buku ini, barangkali
hanya terletak pada perwajahan dan desain covernya yang kurang
atraktif. Itu saja.
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